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ABSTRACT

Advances in information technology today have experienced great
developments in the past decade, financial service transactions are
currently starting to develop many startups from various platforms
within the community and academics, namely financial technology
(fintech) Peer to peer Lending is one of the embodiments of from
the focus that is often carried out by financial technology companies
that focus on Payments and Lending or peer to peer lending uses
electronic contracts as the legal basis between the parties. There are
many cases of online loan services that often harm consumers
due to agreements that aremore in favor of those forming the
agreement, such as a lot of intimidation, terror and law violations.
This study aims to determine and analyze the regulation of the use
of standard clauses on online loans and to find out and analyze the
legal protection of default debtors in online loan agreements. This
study uses a research method with a descriptive normative type of
research which will unravel the symptoms of norms related to the
topic of discussion in reality. The data obtained from the results of
the study were then analyzed using a qualitative descriptive method,
namely data obtained from the Financial Services Authority relating
to online loans after being selected and seen for compliance with
applicable regulations, compiled systematically, then concluded so as
to obtain anoverview of the legal protection of default debtors. on the
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use of standard clauses on online loans. This research was conducted
at the Yogyakarta Financial Services Authority. Based on the data
analysis, it was concluded that the regulation on the use of standard
clauses in principle according to the Consumer Protection Act allows
the use of standard clauses but with a note that if they donot
conflict with what has been regulated in Article 18, as well as in the
legal protection of the debtor Default in the loan agreement protected
online rights are the rights of the parties, taking into account the
rights of consumers as stated in Law Number 8 of 1999 concerning
consumer protection.

Keywords: Legal Protection; Debtors; Default; Online Loan
Standard Clauses

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi pada dewasa ini mengalami
perkembangan yang besar dalam satu dekade belakangan ini,
transaksi layanan jasa keuangan mulai banyak berkembang
startup-startup dari berbagai platform dalam kalagan masya-
rakat dan akademisi antara lain financial technologi (fintech)
Peer to peer Lending yang merupakan salah satu perwujudan
dari fokus yang kerap dikerjakan oleh perusahaan financial
technology yang berfokus pada Pembayaran (Payments) dan
Pinjaman (Lending)khususnya dalam pinjam meminjam
menggunakan kontrak elekronik sebagai landasan hukum
antara para pihak. Banyak kasus layanan pinjaman online
yang kerap merugikan konsumen akibat perjanjian yang
lebih memihak pada pembentuk perjanjian tersebut, Seperti
banyaknya intimidasi, teror dan pelanggaran hukum. pe-
nelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa
pengaturan penggunaan klausula baku pada pinjaman on-
line serta mengetahui dan menganalisa perlindungan hu-
kum debitur wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan
jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif yang akan
mengurai gejala pada norma-norma berkaitan topik pemba-
hasan pada kenyatannya. Data yang diperoleh dari hasil
penelitian kemudian dianalisa dengan menggunakan metode
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deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari Otoritas
Jasa Keuangan berkaitan dengan pinjaman online setelah
diseleksi dan dilihat kesesuaian dengan ketentuan yang
berlaku, disusun secara sistematis, selanjutnya disimpulkan
sehingga diperoleh gambaran Legal Protection, Debtors,
Default, Online Loan Standard Clauses atas perlindungan
hukum debitur wanprestasi pada penggunaan klausula baku
pada pinjaman online. Penelitian ini dilakukan di Otoritas
Jasa keuangan Yogyakarta. Berdasarkan analisis data dapat
diketahui bahwa Pengaturan terhadap penggunaan klausula
baku pada prinsipnya menurut Undang Undang Perlindungan
Konsumen membolehkan penggunaan klausula baku namun
dengan catatan bilamana tidak tidak bertentangan dengan
apa yang sudah diatur telah diatur pada Pasal 18, sedangkan
perlindungan hukum yang dinerikan terhadap debitur
Wanprestasi pada perjanjian pinjaman online adalah hak hak
dari pada para pihak, dengan memerhatikan hak hak daripada
konsumen seperti yang tertera pada Undang-undang Nomor 8
tahun 1999 Tentang perlindungankonsumen

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Debitur, Wanprestasi;
Klausula Baku pinjaman Online

PENDAHULUAN

Pinjaman On-line ini merupakan salah satu transaksi layanan
jasa keuangan pada khususnya sebagai previllage atas kemajuan
teknologi saat ini, selain itu juga banyak berkembang startup-
startup dari berbagai platform yang umumnya menggunakan
sebuah software yang terintegrasi pada smartphone pengguna untuk
dapat mengakses berbagai layanan keuangan, yang pada dewasa
ini menimbulkan sebuah pengertian yang baru dalam kalangan
masyarakat dan akademisi yakni financial technology (fintech).

Era perkembangan teknologi saat ini juga bersamaan dengan
perubahan gaya baru pada bidang ekonomi khususnya pada dunia
usaha, berbagai usaha kreatif muncul menjadikan persaingan
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berusaha pantas untuk dikatakan ketat, dalam persaingan usaha
pada era saat ini penting untuk memiliki modal dana yang cukup
dan bahkan besar untuk dapat mengeskalasi perkembangan usaha
nya, salah satu dengan pinjaman modal usaha atau dalam tujuan
pinjaman lain baik itu lifestyle, pendidikan, maupun kebutuhan
lainnya. berbeda pada era sebelumnya dimana seorang individu
biasanya hanya memiliki pilihan utama yakni dengan mengajukan
pinjaman kepada lembaga keuangan resmi seperti bank atau
koperasi yang memiliki persyaratan baku yakni harus disertai
adanya jaminan untuk dapat mengajukan pinjaman.

Pada penelitian terdahulu semua kalangan di Indonesia baik
mahasiswa hingga kaum ibu sudah memiliki akses terhadap
internet, namun, hanya kalangan mahasiswa yang memiliki ke-
mampuan menganalisa konten di internet, dan kemampuan
tersebut tergolong rendah [1]. Kajian lain yang berfokus di Jawa
Timur menyebutkan bahwa akses terbesar e-commerce atau toko
online dan e-banking atau bank online berada di kota besar dengan
pengguna terbanyak merupakan pemuda [2]. Karena hanya pen-
duduk kelompok umur tertentu yang merupakan pengguna
internet terbanyak ditambah dengan kemampuan analisis konten
yang rendah, diperlukan suatu regulasi agar dalam berinteraksi
maupun transaksi di dunia maya memiliki perlindungan dan juga
aturan tertentu.

Bank Indonesia kemudian memberikan definisi Teknologi
Finansial (Fintech) yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan
Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan
Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansialadalah penggunaan
teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk
layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat ber-
dampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan,
dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan system
pembayaran.
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“Peer to peer Lending adalah salah satu perwujudan dari fokus
yang kerap dikerjakan oleh perusahaan fintech. Ada beberapa
fokus yang menjadi pekerjaan dari perusahaan fintech diantaranya
adalah Pembayaran (Payments), Pinjaman (Lending), Perencanaan
Keuangan (Personal Finance), Investasi Ritel, Pembiayaan
(Crowdfunding), Remitasi dan Riset Keuangan.

Peer to peer Lending sendiri jika didefinisikan memiliki pe-
ngertian, “praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepa-
da individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman
kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi
pinjaman dengan peminjam atau investor secara online” [3].

Secara sederhananya Financial technology merupakan sebuah
system keuangan digital dengan beberapa focus jasa yang disebut
peer to peer lending, dalam Bahasa peristilahan yang familiar dalam
masyarakat salah satunya adalah pinjaman online atau disingkat
dengan PINJOL, layanan Pinjaman online ini cukup diminati oleh
masyarakat, yang mana dapat memperoleh pinjaman dengan
mudah, syarat yang mudah karena tidak mensyaratkan agunan
atau jaminan atas pinjaman yang diajukan oleh konsumen atau
debitur.

Pelaksanaan pinjam meminjam secara online atau peer to peer
lending menggunakan kontrak elektronik sebagai landasan hukum
antara para pihak. Kontrak elektronik adalah salah satu hubungan
hukum secara tegas di aturan dalam Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),
hal ini terdapat pada Pasal 1 angka 17 yang dimana dijelaskan
kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun2012tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)
dalam Pasal 1 angka 15. Kedua pasal itu memuat definisi yang
sama tentang kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang
dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik itu
sendiri menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Informasi dan
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Transaksi Elektronik dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah serang-
kaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi memper-
siapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menye-
barkan informasi elektronik. Sebelum Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor
82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik, Indonesia selalu berpedoman pada Kitab Undang-
6 Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek (BW) sebagai
perlindungan hukum, seperti terdapat pada Pasal 1313 yang me-
muat definisi bahwa Perjanjian adalah perbuatan dengan mana
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang
lain atau lebih [4].

Menurut Setiawan dikatakan sebagai suatu perjanjian jika
memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu
perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;

b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya”
dalam pasal 1313 KUHPerdata.Perjanjian adalah perbuaan
hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau
lebih [5].

Selanjutnya suatu perjanjian itu dianggap sah apabila me-
menuhi syarat sahnya perjanjian“yang dalam perjanjian aslinya
ditulis dengan kata-kata “syarat adanya perjanjian” (bestaanbaarheid
der overeenkomsten). Sebagaimana tertuang dalam 1320 KUH
PerdataPerumusan kalimat “syarat adanya perjanjian” tersebut
kurang tepat. Dikatakan tidak tepat karena adakalanya suatu per-
janjian tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan Pasal
1320 KUH Perdata tersebut, tetapi tidak mengakibatkan batalnya
atau tidak sahnya perjanjian. Dalam halnya kontrak mengandung
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cacat kehendak, karena adanya kesepakatan mengandung paksa-
an, penipuan, kekeliruan, atau penyalahgunaan keadaan hanya
membawa akibat dapat dibatalkan. Demikian juga dalam hal
perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak cakap membuat perjanjian
tidak berakibat batalnya perjanjian itu. Sepanjang tidak ada pem-
batalan perjanjian, perjanjian tersebut tetap sah [6].

Demikian juga pada perjanjian Pinjaman On-line sebagai suatu
perjanjian umumnya sangat memudahkan masyarakat, disini tidak
memenuhi semua syarat dalam 1320 KUH Perdata, akan tetapi
perjanjian ini tetap dikatakan sah karena melalui transaksi yang
tergolong cepat, persyaratan yang ringan (persyaratan boleh tidak
lengkap)menjadikan pinjaman On-line tersebut menjadi solusi
atas keuangan masyarakat. Namun tidak selamanya pinjaman
online tersebut menguntungkan para konsumennnya, dalam kon-
trak elektronik atau perjanjian elektronik yang seharusnya meng-
untungkan kedua belah pihak malah lebih condong kepada pihak
yang lebih memiliki kuasa penuh atau yang memiliki posisi
tawar yang bagus dalam membuat kontraknya. Karena dalam
pelaksanaan perjanjian pinjaman online dibentuk secara baku
oleh pihak penyedia layananan pinjaman online. Oleh karena hal
tersebut harapan-harapan yang diinginkan dalam layanan pinjaman
online belum dapat terwujud dengan sepenuhnya.”Perjanjian baku
menjadi salah satu klausula dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016
dengan penekanan pada 2 (dua) hal yang dilarang dicantumkan,
yakni perihal pengalihan tanggung jawab dan tunduknya konsu-
men pada ketentuan baru atau perubahan ketentuan” [7].

Penggunaan perjanjian baku dalam hubungan pelaku usaha
dan konsumen bukanlah hal yang baru, terutama pada sektor
jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen tidak melarang penggunaan perjanjian
baku, namun melarang ketentuan yang mengalihkan tanggung
jawab pelaku usaha maupun mengurangi hak konsumen.
Klausula baku menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen
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didefinisikan sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-
syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu
secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu
dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi
oleh konsumen.

Perjanjian baku dipersiapkan oleh salah satu pihak dalam hal
ini adalah penyelenggara pinjaman online secara sepihak sehingga
konsumen tidak mempunyai kesempatan untuk tawar menawar
yang seimbang dengan pelaku usaha. Di dalam kontrak itu lazimnya
dimuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur. Syarat-
syarat itu dinamakan eksonerasi klausules atau ezxemption clause.
Yang sebenarnya syarat ini sangat merugikan debitur, tetapi
debitur tidak dapat membantah syarat tersebut, karena kontrak
tersebut hanya memberi dua alternatif, diterima atau ditolak
debitur. Mengingat debitur sangat memerlukan kontrak itu, maka
debitur menandatangani nya. Didalam kepustakaan, kontrak baku
disebut kontrak paksaan (dwang kontrak) atau take it or leave it
contract [8]. Banyak kasus layanan pinjaman online yang kerap
merugikan konsumen akibat perjanjian yang lebih memihak pada
pembentuk perjanjian tersebut. Seperti banyaknya intimidasi, teror
dan pelanigggaran hukum (pelecehan seksual, penyebaran data dan
lain-lain) ]

Tindakan-tindakan pelanggaran tersebut adalah imbas
dari pihak peminjam tidak dapat melunasi hutang-piutangnya.
Akan tetapi perlu dipahami bahwa pelanggaran hukum perdata
dalam bentuk wanprestasi (terlambat membayar, tidak mampu
membayar) yang dilakukan oleh para korban (peminjam) tidak
lantas menjadikan mereka layak menerima pelanggaran hukum
pidana. Penagihan secara intimidatif sebenarnya merupakan
perbuatan yang terlarang dilakukan oleh perusahaan penyediaan
layanan pinjaman online. Hal ini tertuang dalam kode etik
Asosiasi Fintech Indonesia. Kode etik atau perilaku tersebut me-
wajibkan seluruh perusahaan penyedia pinjaman online untuk
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mengedepankan itikad baik dalam melakukan penagihan pinjaman
kepada debitur. Perusahaan pinjaman online pun dituntut untuk
menyampaikan prosedur penyelesaian penagihan kepada debitur
yaitu ketika debitur terlambat dan kegagalan pembayaran pinjam-
an. Prosedur yang digunakan dalam proses penagihan tersebut
antara lain pemberian surat peringatan, persyaratan penjadwalan,
korespondensi dengan penerima pinjaman secara jarak jauh,
termasuk via telpon, email, atau bentuk percakapan lainnya [10].

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
normative yang mengkaji peraturan atau norma-norma yang
kemudian digambarkan secara deskriptif dari semua fakta atau
fenomena yang ada khususnya mengenai Perlindungan Hukum
Debetur dalam Pinjaman Online.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Empi-
ris artinya selain dengan mengkaji norma atau peraturan yang ada
akan dikaji pula secara kualitatif tentang fakta-fakta yang terjadi
dilapangan.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder
yang meliputi bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang
atau peraturan-peraturan, bahan hukum sekunder yang terdiri
dari, buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan perjanjian,
perlindungan hukum dan transaksi Elektronik, kemudian didu-
kung dengan Sumber data yang diperoleh langsung dari Otoritas
Jasa Keuangan Yogyakarta dikumpulkan melalui teknik wawancara
berpatokan dengan pertanyaan yang disiapkan

Dari data yang terkumpul dianalisa secara Deskriptif Kualitatif
sehingga akan dapat digambarkan secara jelas tentang Pengaturan
Klausula Baku pada Pinjaman Online dan bentuk Perlindungan
Hukum terhadap debitur wanprestasi.
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HASIL

Berdasarkan data yang diperoleh melaui Wawancara dengan
Ibu Yunan Asri Andi Arini selaku bagian edukasi dan perlindungan
konsumen Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta dapat diperoleh
hasil

A. Pengaturan penempatan Klausula Baku Pada Pinjaman
online

Pada Pinjam meminjam secara Online muncul sebagai akibat
kebebasan berkontrak. Sebagai salah satu bentuk perjanjian pinjam
meminjam secara online ini muncul dengan disertai penempatan
Klausula baku. Oleh platform peer to peer lending. Penempatan
klausula baku pada perjanjian tersebut diketahui diatur dalam
peraturan-peraturan tertentu. Pertama Undang-undang nomor 8
tahun 1999 tentang perlindungan konsumen khususnya pada pasal
18,yang menyatakan bahwa dalam kontrak elektronik penempatan
klausula baku yang digunakan oleh pinjaman online atau peer to
peer lending harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua
diatur Pasal 36 POJK/77/2016 dalam aturan ini disebutkan bahwa
penempatan klausula baku dalam peer to peer lending harus tetap
mengacu pada Undang-Undang perlindungan konsumen. Ketiga
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1320 dan Pasal
1338, dalam peraturan itu disebutkan bahwa setiap perjanjian itu
dikatakan sah apabila memuat kesepakatan, kecakapan, mengenai
hal tertentu dan objeknya harus halal, dan perjanjian yang dibuat
adalah mengikat seperti halnya Undang-Undang bagi yang mem-
buatnya.

Pengaturan Perlindungan Hukum Debitur Dalam Perjanjian
Pinjaman Online. Pada perjanjian pinjaman secara online selain
ada beginning position atau posisi tawar para pihak permasalahan
yang kerap terjadi adalah wanprestasinya debitur. Wanprestasi
yang dimaksud adalah tidak ditunaikan nya prestasi oleh pihak
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debitur dalam perjanjian pinjaman online yakni berupa hak yang
seharusnya dapat diterima oleh pemberi pinjaman seperti pem-
bayaran atas pinjamannya atau telah melampau/lewat batas waktu
yang telah ditentukan. Konteks wanprestasi menurut Otoritas Jasa
keuangan adalah debitur yang tidak melakukan prestasi dalam
hal perjanjian antara kreditur dengan debitur, kreditur yang su-
dah menunaikan kewajibannya namun belum menerima haknya
yakni berupa pembayaran atas dasar perjanjian pinjaman online
(Wawancara dengan Narasumber Ibu Yunan Asri Andi Arini
selaku bagian edukasi dan perlindungan konsumen Otoritas Jasa
Keuangan Yogyakarta).

B. Dalam konteks perlindungan hukum

Memiliki prinsip bahwa yang dilindungi adalah hak hak dari
seseorang tersebut yang belum ditunaikan atau belum diberikan
kepada seseorang tersebut, namun apabila kita melihat debitur
wanprestasi pada pinjaman online perlindungan hukumnya tetap
pada koridor hukum yang tersedia yakni dengan melakukan
penuntutan kepengadilan atau jalur diluar pengadilan. Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 18 ayat (1) me-
negaskan bahwa Transaksi Elektronik yang dituangkan kedalam
Kontrak Elektronik mengikat para pihak dalam perjanjian.. Akibat-
nya mengikatnya suatu kontrak adalah para pihak memiliki hak
dan kewajiban dimana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuh
baik oleh peminjam maupun yang meminjamkannya. Demikian
juga pada Pinjaman Online Yang diselenggarakan dengan kontrak
elektronik tersebut pada pelaksanaannya harus tetap mem-
perhatikan persyaratan, bentuk dokumen, identitas pemberi pin-
jaman, jumlah pinjaman, lama pinjaman, bunga, denda seperti
halnya yang tertuang dalam POJK NO. 77. Pada Pasal 19 angka 2
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peraturan tersebut memuat muatan minimum yang harus dimuat
dalam perjanjian antara penyelenggara pinjaman On-line dengan
pemberi pinjaman yang mana hal tersebut masuk ke ranah perdata
seperti perjanjian pada umumnya. Ketentuan tersebut dilaksanakan
sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum yang sebenarnya
tidak hanya kepada debitur akan tetapi juga kepada kreditur.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penempatan Klausula Baku Pada Pinjaman
Online

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan dengan
wawancara di OJK Yogyakarta tahun 2022 pengaturan klaausula
baku seperti yang tertuang dalam Undang-Undang no 8 tahun
199 tentang perlindungan konsumen, Pasal 36 POJK/77/2016,pasal
1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan
penempatan klausula baku dalam perjanjian pinjam meminjam
secara online atau peer to peer lending Dalam pelaksanaannya
menurut narasumber harus menyesuaikan dengan ketentuan yang
berlaku seperti yang diatur Pasal 36 POJK/77/2016 yakni mengacu
pada Undang-Undang perlindungan konsumen. Untuk keabsahan
dari perjanjian dalam peer to peer lending sendiri tetap menganut
KUHPerdata khususnya pada Pasal 1320, dan OJK perlu me-
mastikan bahwa perjanjian antara pemberi pinjaman maupun
penerima pinjaman merupakan orang yang sesuai, selain itu OJK
juga mengawasi isi perjanjian walaupun tidak bisa mengintervensi
dari pada isi perjanjian tersebut secara penuh, namun langkah
dilakukan yakni dengan menggunakan digital signature yakni tanda
tangan digital” (Wawancara dengan Narasumber Ibu Yunan Asri
Andi Arini selaku bagian edukasi dan perlindungan konsumen
Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta. dari penjelasan yang diberikan
ini jelas bahwa penempatan klausula baku yang muncul sebagai



Kajian Yuridis Penempatan Klausula Baku dan Perlindungan Hukum | 291

salah satu akibat dari kebebasan berkontrak ini sebenarnya
telah diusahakan dan diatur secara jelas penggunaannya se-
bagai contoh penempatan klausula baku dapat dikemukakan
pada salah satu aplikasi dalam hal ini Aplikasi “ADA KAMI” PT.
Pembayaran digital Indonesia, merupakan platform digital peer to
peer lending yang cukup familiar di Indonesia, dalam prakteknya
menggunakan klausula baku yang mana di buat oleh salah satu
pihak dalam hal Ini ADAKAMI. Kontrak elektronik ADAKAMI
kepada peminjam terdiri dari beberapa ketentuan yakni memiliki
judul “PERJANJIAN PENDANA DAN PENERIMA DANA”.
Terdapat beberapa ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini
yakni “Ketentuan Umum” meliputi definisi dari isilah yang di-
pergunakan pada tiap klausula.

Kedua yakni “Penggunaan atas jumlah yang di pinjam”
pada klausul ini bermaksud mengetahui alasan penerima dana
meminjam pada Pendana. Ketiga mengatur tentang “Ketentuan
umum atas Pendanaan”, pada klausul ini bermaksud mengatur
suku bunga dan tanggal jatuh tempo, keempat mengatur tentang
“Pencairan atas pinjaman dan pembayaran” pada klausul ini ber-
maksud mengatur ketentuan pencairan, peminjaman dan urutan
pembayaran, Kelima berisi tentang “Keterlambatan Pembayaran
Kembali” berisi tentang resiko yang akan di dapat oleh Penerima
dana, denda, cara pembayaran dalam hal keterlambatan. Keenam
mengatur tentang “Klausul tertentu untuk keterlambatan pem-
bayaran kembali” yang berisi tentang pembayaran atas keter-
lambatan.

Ketujuh mengatur tentang “Hak dan Kewajiban” yang berisi
tentang hak dan kewajiban para pihak, Kedelapan mengatur
tentang “Pengeluaran” yang berisi tentang pengeluaran yang di-
keluarkan oleh Penerima dana seperti biaya layanan dan denda
keterlambatan, Kesembilan mengatur tentang “Pelanggaran atas
Tanggung jawab” yang berisi tentang pelanggaran dan tang-
gung jawab apabila wanprestasinya ,Kesepuluh mengatur tentang
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“Pernyataan dan Jaminan”, Kesebelas mengatur tentang “Komu-
nikasi”, Keduabelas mengatur tentang kerahasiaan, Ketigabelas
mengatur tentang hukum yang berlaku dan Yurisdiksi, yang
Keempatbelas mengatur tentang ketentuan lain penerima dana.

Klausula-klausula yang ada pada perjanjian antara penerima
dana dengan pendana tersebut diatas sangatlah banyak, sekilas
hampir semua yang berkaitan dengan hak dan kewajiban telah
ditentukan secara tegas walaupun terdapat beberapa ketentuan
yang sebelumnya sudah diatur pada satu poin lalu diatur kembali
pada poin yang lain misalnya berkaitan dengan cara pembayaran
sudah diatur pada poin “Pencairan atas pinjaman” yang kemudian
diatur kembali pada poin keenam yakni “klausul tertentu untuk
pembayaran kembali”. Pada poin kelima yakni “Keterlambatan
kembali” nomor 7(tujuh) berisi: “Untuk memaksimalkan kepen-
tingan Pendana, Pendana setuju dan memberikan kuasa kepada
Fasilitator, berdasarkan penilaian profesional dari Fasilitator dan
dengan memperhatikan kesepakatan dengan Pendana, untuk
membuat penyelesaian utang (termasuk, namun tidak terbatas
pada, pengurangan utang pokok atau suku bunga tahunan, denda
keterlambatan, periode perjanjian (restrukturisasi) sebagaimana
diatur dalam Perjanjian ini) untuk dan atas nama Pendana.”

Dari contoh aplikasi tersebut memberikan bukti adanya suatu
penempatan klausula baku pada pinjaman online telah sesuai
dengan undang undang perlindungan konsumen dan POJK hanya
saja memang ada kelemahan disana sini seperti pengulangan
ketentuan dan adanya kemungkinan multitafsir dari poin kelima
tadi

B. Pengaturan Perlindungan Hukum Debitur Dalam
Perjanjian Pinjaman Online
Dalam perjanjian, selain dari beginning position atau posisi
tawar para pihak permasalahan yang kerap terjadi adalah wan-
prestasinya debitur dalam perjanjian pinjaman online. wanprestasi
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yang dimaksud adalah tidak ditunaikannya prestasi oleh pihak
debitur dalam perjanjian pinjaman online yakni berupa hak yang
seharusnya dapat diterima oleh pemberi pinjaman seperti pem-
bayaran atas pinjamannya atau telah melampau/lewat batas waktu
yang telah ditentukan. Konteks wanprestasi menurut Otoritas Jasa
keuangan adalah debitur yang tidak melakukan prestasi dalam
hal perjanjian antara kreditur dengan debitur, kreditur yang
sudah menunaikan kewajibannya namun belum menerima haknya
yakni berupa pembayaran atas dasar perjanjian pinjaman online
(Wawancara dengan Narasumber Ibu Yunan Asri Andi Arini
selaku bagian edukasi dan perlindungan konsumen Otoritas Jasa
Keuangan Yogyakarta).

Perlindungan hukum yang diberikan disini memiliki prinsip
bahwa yang dilindungi adalah hak-hak dari seseorang tersebut
yang belum ditunaikan atau belum diberikan kepada seseorang
tersebut. namun apabila kita melihat debitur wanprestasi pada
pinjaman online perlindungan hukum yang diharapkan debitur
berbeda dengan perlindungan hukum yang bisa diberikan oleh
OJK selaku pengawas Lembaga keuangan. Harapan debitur
Ketika tidak memenuhi prestasi atau terlambat berprestasi
dan mendapatkan suatu ancaman atau intimidasi lain yang
dilakukan oleh pihak ketiga, debitur akan mendapatkan peng-
amanan dan jaminan keselamatan. Sementara itu kontrak
dalam perjanjian online hanyalah kontrak perdata sebagaimana
diatur dalam Pasal 19 POJK, 2 peraturan tersebut memuat
muatan minimum yang harus dimuat dalam perjanjian antara
penyelenggara pinjaman online dengan pemberi pinjaman yang
mana hal tersebut masuk ke ranah perdata seperti perjanjian pada
umumnya.sehingga penyelesaian lebih kepada perpanjangan
waktu pinjam, dan pengurangan bunga, dan tidak melibatkan
kepolisian. Sementara itu OJK dalam memberikan perlindungan
hukum pertama sebatas pada perlindungan hukum preventif
yakni pencegahan agar supaya tidak terjadi wanprestasi yakni
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dengan penggunaan PUSDAFIL (Pusat Data Fintech Lending)
dimana OJK dapat mengintegrasikan data transaksi antara pe-
nyelenggara dengan para konsumen.” (Wawancara dengan
Narasumber Ibu Yunan Asri Andi Arini selaku bagian edukasi dan
perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta)

Kedua Perlindungan hukum represif, perlindungan ini diberi-
kan untuk debitur yang terkena masalah karena tidak meme-
nuhi prestasi, terlambat berprestasi, atau keliru dalam peme-
nuhan prestasi, sehingga perlu diselesaikan dan mendapatkan
penanganan secara adil dan benar. Penanganan perlindungan
hukum ini diberikan melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan
Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap pihak yang
sebenarnya memang bersalah ini dimungkinkan oleh pemerintah
karena bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan
dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Jadi perlin-
dungan hukum yang dapat diberikan kepada debitur adalah
perlindungan yang tetap pada koridor hukum yang tersedia yakni
dengan melakukan penuntutan kepengadilan atau jalur diluar
pengadilan.

Perlindungan hukum juga diatur dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik dalam pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa
Transaksi Elektronik yang dituangkan kedalam Kontrak Elektronik
mengikat para pihak dalam perjanjian.. Akibatnya mengikatnya
suatu kontrak adalah para pihak memiliki hak dan kewajiban
dimana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi. Pinjaman
Online sebagai salah satu perjanjian yang diselenggarakan dengan
kontrak elektronik tersebut pada pelaksanaannya maka juga
harus tetap memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam
peraturan perundang undangan antara lain bentuk dokumen,
identitas pemberi pinjaman, jumlah pinjaman, lama pinjaman,
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bunga, denda seperti halnya yang tertuang. dari ketentuan pasal
18 tersebut jelas bahwa perlindungan hukum diberikan kepada
kedua belah pihak sebagai penyandang hak dan kewajiban secara
sama tanpa melihat siapa yang lebih kuat.

Selain pasal tersebut Pasal 26 ayat 1 dan 2 UU No. 19
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, juga
memberikan ketentuan bahwa perlindungan hukum yang di-
berikan seharusnya adalah bentuk perlindungan terhadap data
pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang
menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi
seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi
tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki
hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan data-
nya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi, tetapi dalam
pinjaman online ketentuan itu justru tidak dipenuhi karena
pihak pemberi pinjaman malah menyalah gunakannya. Terbukti
dalam melakukan penagihan terhadap debitur wan prestasi yg
dilakukan melalui pihak ketiga yg intimidatif juga menyebarkan
data pribadi yang seharusnya ditanggung kerahasiaannya. Peng-
gunaan pihak ketiga dalam penagihan, perusahaan fintech se-
harusnya menggunakan pihak yang tidak tergolong dalam
daftar hitam otoritas (harus tersertifikasi) ataupun dari Asosiasi.
Kemudian, perusahaan fintech juga dilarang menggunakan cara
intimidatif, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara lain
yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat,
serta harga diri Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di
dunia maya (cyber bullying) baik terhadap Penerima Pinjaman,
harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya

Dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan ini jelas
dan harus diketahui bersama bahwa OJK dalam memberikan
perlindungan hanya terbatas pada tindakan pengarahan, informasi
solusi yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa dan



296 I PERKEMBANGAN BIDANG SOSIAL HUMANIORA,PERTANIAN DAN
TEKNOLOGIMENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

tidak kepada pembebasan atas perjanjian yang telah dilakukan.
Akibat perlindungan hukum yang harus diberikan kepada debitur
Jjika terbukti penyedia adalah layanan illegal maka OJK Bersama
Kominfo akan menghapus layanan tersebut dari media social,
namun apabila persoalan melibatkan penyedia dana legal maka
OJK akan mencabut ijin dari Fintech tersebut. untuk debitur
yang mengalami penagihan yang intimidatif OJK menetapkan
peraturan mengenai pengenaan sanksi kepada fintech sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan, dan ketentuan ini hanya berlaku bagi Pinjaman Onlaine
legal sedangkan untuk Pinjaman online illegal sangsi lebih kepada
penutupan aplikasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Kajian
Yuridis Tentang Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap
Debitur Wanprestasi Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjam-
an Online, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan terhadap penggunaan klausula baku pada prin-
sipnya telah diatur dalam pasal 36 POJK 77 tahun 2016 yang
mengacu pada Undang Undang Perlindungan Konsumen,
keabsahan dari perjanjian pinjaman online tetap mengacu
pada KUHPerdata pasal 1320 dan OJK memastikan bahwa
perjanjian yang dibuat adalah orang yang sesuai serta meng-
awasi isi perjanjian walau tidak mengintervensi dengan meng-
gunakan teknologi digital signature.

2. Dalam perlindungan hukum debitur Wanprestasi pada per-
janjian pinjaman online yang dilindungi adalah hak hak dari
pada para pihak, dengan memerhatikan hak hak konsumen
seperti yang tertera pada Undang- undang Nomor 8 tahun
1999 Tentang perlindungan konsumen berupa mendapatkan
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advokasi, perlindungan, serta penyelesaian sengketa patut
atas hak-haknya dapat melalui Badan penyelesaian sengketa
konsumen(BPSK) yang diatur pada pasal 49 Undang-undang
nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, serta
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
bahwa perlindungan hukum yang diberikan seharusnya
adalah bentuk perlindungan terhadap data pribadi seseorang
secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyang-
kut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi se-
seorang maka wajib untuk menjaga dan melindunginya.
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